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ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu  di KantorPelayanan Pajak  Pratama Medan Kota. Sampel diambil secara purposive  sampling sebanyak22 orang yang terdiri dari aparatur dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.Analisis data dilakukan dengan metode deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaImplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan ataspenghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaranbruto tertentu  di Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Kota sesuai dengan kriteria yangditetapkan, yaitu dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi Peraturan Pemerintahini telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat darimasing-masing indikator, menunjukkan adanya perbedaan angka skor rata-rata dimanaindikator sumber-sumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan ketiga indikator lainnya(komunikasi, kecenderungan dan struktur birokrasi) termasuk dalam kategiri baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi adalah faktor keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber-sumber keuangan. Untuklebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak perlu peningkatan sarana danprasarana pada Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Medan Kota.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak, Peraturan

Pemerintah, Kota Medan

ABSTRACT
This study aimed to analyze the implementation of the Indonesian Government Regulation No.
46 Year 2013 About the income tax on income from businesses that received or accrued by the
taxpayer which has a gross income specified in the Tax Office Primary Medan City. Sample was
taken by purposive sampling as many as 22 people consisting of officials from the Tax Office
Pratama Medan City. Data was analyzed using descriptive method. The results showed that the
implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013 About the income tax on income
from businesses that received or accrued by the taxpayer which has a gross income specified in
the Tax Office Primary Medan Kota accordance with the established criteria, ie in both
categories in the sense that the Implementation this government regulation has been effective
or successful as expected. However, when viewed from each indicator, shows the different
numbers mean score where indicators show the sources of the medium category, while the three
other indicators (communication, trends and bureaucratic structures) are included in kategiri
good. Factors that influence the success of the implementation is a factor of limited human
resources, infrastructure, and limited financial resources. To further improve services to tax
payers need to upgrade infrastructure and facilities at the Tax Office Primary Medan City.
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PENDAHULUANPembangunan nasional pada dasarnyadiselenggarakan untuk masyarakat dandilakukan secara bersama-sama olehpemerintah dan masyarakat Indonesia.Untuk mensukseskan pembangunannasional, maka peranan penerimaan dalamnegeri sangat penting serta mempunyaikedudukan yang strategis. Rodapemerintahan dan pembangunan tidak akanberjalan tanpa adanya dukungan dana,terutama dana dari pemerintah dalamnegeri. Dengan adanya pengikutankebutuhan dana pemerintah yang relatifcukup besar untuk menjalankan rodapemerintahan maka pemerintah cenderungmengoptimalkan sumber-sumberpemerintahan negara yang stabil, berasaldari masyarakat sendiri dan dari realokasidana yang berasal dari simpanan masyarakatyaitu dari sektor perpajakan. Oleh karena itusektor perpajakan harus dioptimalkansedemikian rupa sehingga dapat menopangdalam pembangunan nasional di Indonesia.Dengan adanya pengikutan kebutuhan danapemerintah yang relatif cukup besar untukmenjalankan roda pemerintahan makapemerintah cenderung mengoptimalkansumber-sumber pemerintahan negara yangstabil, berasal dari masyarakat sendiri dandari realokasi dana yang berasal darisimpanan masyarakat yaitu dari sektorperpajakan.Pajak adalah kontribusi wajib kepadanegara yang terutang oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-undang, dengan tidak mendapatkanimbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan negara sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.Peran pajak sangat menentukan majumundurnya negara kita mengingat sektorpertambangan dan energi, pertanian, ekspordll, tidak dapat kita andalkan. Setiap tahunnegara kita masih mengandalkan pajaksebagai urat nadi bangsa untuk memutarroda perekonomian bangsa dan membangunnegara. Seandainya pajak yang merupakanfaktor terpenting dalam menciptakanmasyarakat adil dan makmur tidakdijalankan sesuai dengan semestinya maka

dapat dipastikan masyarakat adil danmakmur tidak akan terwujud.Salah satu perangkat yang dapatdigunakan oleh pemerintah untuk mencapaisasaran pembangunan adalah kebijakanfiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tigafungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaranuntuk tujuan pembangunan, fungsi distribusipendapatan dan subsidi dalam upayapeningkatan kesejahteraan rakyat, dan jugafungsi stabilisasi ekonomi makro di dalamupaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.Itu sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsistrategis dalam mempengaruhiperekonomian dan mencapai sasaranpembangunan.Dalam struktur APBN, penerimaannegara terdiri dari penerimaan dalam negeridan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiridari penerimaan perpajakan dan PNBP.Penerimaan perpajakan meliputi pajakdalam negeri dan pajak perdaganganinternasional. Pajak dalam negeri berupapajak penghasilan (PPh), pajak pertambahannilai barang dan jasa dan pajak penjualanatas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajakbumi dan bangunan dan bea perolehan hakatas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB),cukai, dan pajak lainnya.Besaran pendapatan negara dalamAPBN baik perpajakan maupun PNBPdipengaruhi oleh beberapa faktor, yaknikondisi ekonomi makro, realisasipendapatan dalam tahun sebelumnya,kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif,subjek dan objek pengenaan serta perbaikan,efisiensi, dan efektivitas administrasipemungutan.Dalam rangka peningkatan pendapatanNegara melalui pajak penghasilan makapemerintah telah mengeluarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 46Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 TentangPajak Penghasilan atas penghasilan dariusaha yang diterima atau diperoleh WajibPajak yang memiliki peredaran brutotertentu yang peraturan pelaksanaanyaberlaku sejak tanggal 01 Juli 2013. Materipokok yang diatur dalam PeraturanPemerintah ini mengenai pengenaan PajakPenghasilan yang bersifat final dan
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penetapan besaran tarif pajak terhadappenghasilan dari usaha yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak yang memilikiperedaran bruto tertentu.Fenomena munculnya PeraturanPemerintah  Nomor 46 Tahun 2013 iniditetapkan dengan berdasarkan padapertimbangan perlunya kesederhanaandalam pemungutan pajak sertaberkurangnya beban administrasi baik bagiWajib Pajak maupun Direktorat JenderalPajak, serta memperhatikan perkembanganekonomi dan moneter. Walaupun padaawalnya terdapat perbedaan peraturanantara Undang-Undang Pajak PenghasilanNomor 36 Tahun 2008 dengan PeraturanPemerintah nomor 46 ini namun seiringberjalannya waktu pada bulan AguatusMenteri Keuangan mengeluarkan PeraturanPelaksanan  atas Peraturan Pemerintah inidengan nomor: PMK
No.107/PMK.011/2013 tanggal 15 Agustus2013 tentang Tata Cara Penghitungan,Penyetoran, Dan Pelaporan PajakPenghasilan atas Penghasilan Dari UsahaYang Diterima Atau Diperoleh Wajib PajakYang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,dimana tujuan pengaturan ini adalah untukmemberikan kemudahan kepada Wajib Pajakyang menerima atau memperolehpenghasilan dari usaha yang memilikiperedaran bruto tertentu, untuk melakukanpenghitungan, penyetoran, dan pelaporanPajak Penghasilan yang terutang. Pengertianperedaran bruto tertentu dalam hal iniadalah “Penghasilan /omset yang diterimaataupun diperoleh oleh Wajib Pajak yangtidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,- dalamsatu tahun pajak.”Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2013  ini lebih memfokuskan kepadapenghasilan atas Peredaran bruto , dimanaPeredaran bruto yang diatur dalamPeraturan ini tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratusjuta) dalam setahun. Peredaran bruto yangdimaksud dalam hal ini merupakanperedaran bruto dari usaha, termasuk dariusaha cabang, selain peredaran bruto dariusaha yang atas penghasilannya telahdikenai Pajak Penghasilan yang bersifat finalberdasarkan ketentuan PeraturanPerundang-undangan

Namun demikian tidak semua WajibPajak yang Penghasilan brutonya dibawahRp. 4.800.000.000,- dapat menggunakanfasilitas Peraturan Pemerintah nomor 46tahun 2013 ini antara lain adalah WajibPajak Orang Pribadi yang kegiatan usahanyaadalah pekerjaan bebas. Dalam hal ini yangtermasuk dalam pekerjaan bebas antara lain:1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaanbebas, yang terdiri dari pengacara,akuntan, arsitek, dokter, konsultan,notaris, penilai, dan aktuaris.2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi,pelawak, bintang film, bintangsinetron, bintang iklan, sutradara, krufilm, foto model, peragawan/peragawati,pemain drama, dan penari.3. Olahragawan4. Penasihat, pengajar, pelatih, penyuluhdan moderator5. Pengarang, Peneliti dan penerjemah6. Agen iklan7. Pengawas atau pengelola proyek8. Perantara, Penjaja Barang Dagangan9. Agen Asuransi10. Distributor perusahaan pemasaranberjenjang (multilevel marketing) ataupenjualan langsung (direct selling) dankegiatan sejenis lainnya.Selain dari pekerjaan bebas yangtercakup diatas, Peraturan Pemerintahnomor 46 Tahun 2013 ini juga tidak dapatdigunakan oleh Wajib Pajak Badan dengankegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi.Selain itu masih terdapat jugapengecualian Subjek Pajak dari PP nomor 46tahun 2013 ini yaitu:
 Wajib Pajak yang melakukan kegiatanusaha perdagangan atau jasa yang dalamusahanya menggunakan sarana atauprasarana yang dapat dibongkar pasang,baik yang menetap maupun tidakmenetap dan menggunakan sebagian atauseluruh tempat kepentingan umum yangtidak diperuntukkan bagi tempat usahaatau berjualan, misalnya pedagangmakanan keliling, pedagang asongan,warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
 Wajib Pajak Badan yang belum beroperasiseacara komersial atau yang dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun setelah beropersisecara komersial memperoleh peredaranbruto melebihi Rp.4.800.000.000,-.



Jurnal Administrasi Publik ISSN: 2088-527x
Public Administration Journal

JAP Vol. 3 No. 1, Juni 2015 95

Tarif  yang diberlakukan atasPeraturan Pemerintah nomor 46 Tahun2013.
 Atas penghasilan dari usaha yangditerima atau diperoleh Wajib Pajakdengan peredaran bruto tidak melebihiRp.4.800.000.000,- dalam 1 tahun dikenaiPPh Final dengan tarif 1 % (satu persen)dari jumlah peredaran bruto setiap bulandari setiap tempat usaha
 PPh terhutang dihitung berdasarkan tarif1% (satu persen) dikalikan dengan dasarpengenaan pajak, yaitu jumlah peredaranbruto setiap bulan dari setiap tempatusaha (PPh terhutang = 1% X PeredaranBruto setiap bulan).Mengingat akan pentingnyaimplementasi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilandari usaha yang diterima atau diperolehwajib pajak yang memiliki peredaran brutotertentu tersebut, maka peneliti tertarikuntuk melakukan penelitian khususnya diKantor Pelayanan Pelayanan Pajak PratamaMedan Kota.
PERUMUSAN MASALAHMendasarkan pada uraian di atas,maka permasalahan penelitian dapatdirumuskan adalah “BagaimanaImplementasi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilandari usaha yang diterima atau diperolehwajib pajak yang memiliki peredaran brutotertentu  di Kantor Pelayanan PelayananPajak Pratama Medan Kota”.
TUJUAN PENELITIANPenelitian ini dimaksudkan untukmengetahui efektivitas dalam pengelolaankeuangan daerah. Sedangkan tujuannyaantara lain :Mengetahui Implementasi PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 46Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan ataspenghasilan dari usaha yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak yang memilikiperedaran bruto tertentu  di KantorPelayanan Pelayanan Pajak Pratama MedanKota.

TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan PublikKebijakan public mempunyaipengertian yang variatif tergantung darisiapa yang mengemukakan sehingga tidakdapat digeneralisasikan menjadi suatupengertian yang representatif memuaskan.Menurut James Anderson (dalam Islamy,2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah
“A Purposive course of action followed by an
actor or set of actors    in   dealing  with  a
problem  or  matter   of   concern”(“Serangkaian tindakan yang mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dandilaksanakan oleh seorang pelaku atausekelompok pelaku guna memecahkanmasalah tertentu”).Menurut pendapat Thomas R. Dye(dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikankebijakan publik sebagai “Is whatever
governments choose to do or not to do”(“apapun yang dipilih oleh pemerintah untukdilakukan atau tidak dilakukan”).  Daripendapat-pendapat tersebut dapatdisimpulkan bahwa kebijakan publikmemiliki ciri-ciri antara lain :1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atausuatu tindakan yang berorientasi padatujuan.2. Bersifat positif berupa tindakan-tindakanpemerintah untuk mengatasi masalahtertentu, atau bersifat negatif dalam artimerupakan suatu keputusan pemerintahuntuk tidak melakukan apapun.3. Serangkaian kegiatan yang tidak berdirisendiri.4. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.5. Didasari oleh suatu peraturanperundang-undangan dan bersifatmemaksa.6. Ditujukan untuk kepentingan umum.Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa kebijakan publik meliputi tigakegiatan pokok  yaitu :1. Perumusan Kebijakan publik2. Implementasi kebijakan publik3. Evaluasi Kebijakan public
Implementasi KebijakanKata  implementasi  (implementation)berasal dari kata dasar verb implement,menurut kamus Oxford-Advanced Learner’s

Dictionary (1995:595) bahwa to implementberarti to put something into effect
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(menggerakkan sesuatu untuk menimbulkandampak/akibat); to carry something out(melaksanakan sesuatu). Dengan demikianimplementasi menurut arti kata harfiahadalah pelaksanaan sesuatu, sehinggaimplementasi kebijakan dapat diartikansebagai pelaksanaan suatu kebijakan(keputusan, perda ataupun undang-undanglainnya).Konsep implementasi kebijakanbervariasi tergantung dari sudut pandangatau pendekatan yang digunakan.Implementasi kebijakan dipandang sebagaisuatu proses menurut pendapat Van Meterdan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102)membatasi implementasi kebijakan sebagaiberikut :“Tindakan-tindakan yang dilakukan olehindividu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swastayang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalamkeputusan kebijakan sebelumnya.Tindakan ini mencakup usaha untukmengubah keputusan menjadioperasional dalam kurun waktu tertentumaupun dalam rangka melanjutkanusaha untuk mencapai perubahan besardan kecil yang ditetapkan olehkeputusan. Tahap implementasi terjadihanya setelah undang-undang ditetapkandan dana disediakan untuk membiayaiimplementasi kebijakan tersebut.”Dengan demikian pada tahapimplementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjaditindakan-tindakan operasional maupunusaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil.  Dan tahapimplementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakanuntuk membiayai implementasi kebijakan.Namun demikian suatu implementasikebijakan tidak selalu berhasil adakalanyatujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimanadalam proses kebijakan selalu akan terbukakemungkinan terjadinya perbedaan antaraapa yang diharapkan (direncanakan) olehpembuat kebijakan dengan apa yangsenyatanya dicapai disebut sebagai
implementation gap (Andrew Dunsire dalamAbdul Wahab, 1997:61). Besar kecilnyaperbedaan tersebut sedikit banyaktergantung pada implementation capacity

dari organisasi/aktor atau kelompokorganisasi/aktor yang dipercaya untukmengemban tugas mengimplementasikankebijakan tersebut (Walter Williams dalamAbdul Wahab, 1997 : 61).Lebih lanjut Hogwood dan Gunn(dalam Abdul Wahab, 1997:61) membagipengertian kegagalan kebijakan dalam 2(dua) kategori, yaitu :1. Non implementation mengandung artibahwa suatu kebijakan tidakdilaksanakan sesuai dengan rencana,mungkin karena pihak-pihak yangterlibat didalam pelaksanaannya tidakmau bekerja sama, atau mereka telahbekerja secara tidak efisien, bekerjasetengah hati, atau karena mereka tidaksepenuhnya menguasai persoalan, ataukemungkinan permasalahan yangdigarap diluar jangkauan kekuasaannya,sehingga betapapun gigih usaha mereka,hambatan-hambatan yang ada tidaksanggup mereka tanggulangi.2. Unsuccessful implementation terjadimanakala suatu kebijakan tertentu telahdilaksanakan sesuai dengan rencana,namun mengingat kondisi eksternalternyata tidak menguntungkan kebijakantersebut tidak berhasil dalammewujudkan dampak atau hasil akhiryang dikehendaki. Hal ini biasanyadipengaruhi oleh faktor-faktor:1. Pelaksanaannya jelek (bad execution)2. Kebijakannya sendiri memang jelek(bad policy)3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek(bad luck)4. Sejak awal kebijakan tersebutmemang jelek, dalam artian telahdirumuskan secara sembrono, tidakdidukung oleh informasi yangmemadai, alasan yang  keliru, atauasumsi-asumsi dan harapan-harapanyang tidak realistis.”Dari pendapat tersebut dapatdisimpulkan bahwa peran pelaksanaimplementasi sangat menentukanterimplementasikannya suatu kebijakansehingga pelaksana implementasi harusbenar-benar memahami kebijakan yang akandilaksanakan.  Disamping itu faktor eksternalperlu diperhatikan pula untuk dapatmendukung bagi kelancaran dalamimplementasi kebijakan tersebut. Untuk
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mengetahui apa yang sebenarnya terjadisetelah suatu kebijakan dibuat dandirumuskan adalah subyek implementasikebijakan. Dengan demikian untukmengetahui bagaimana proses ImplementasiKebijakan Badan Lingkungan Hidup ProvinsiSumatera Utara merupakan subyekimplementasi kebijakan.Selanjutnya implementasi kebijakandapat dianalisa dari beberapa pendekatanmeliputi pendekatan struktural, pendekatanprosedural, pendekatan manajerial,pendekatan keperilakuan dan pendekatanpolitik seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab(1997:111-120).  Dalam penelitian iniimplementasi kebijakan dianalisa denganmenggunakan pendekatan prosedural.Dilihat dari pendekatan prosedural makaimplementasi dipandang sebagai prosesprosedural.  Pendekatan proseduralmenjelaskan implementasi dari prosesprosedur yang tepat dijalankan dalamimplementasi kebijakan.Definisi prosedur (procedure) menurutRichard F. Neulschel (dalam Jogiyanto,2001:1), sebagai berikut: “Suatu proseduradalah suatu urut-urutan operasi klerikal(tulis menulis), biasanya melibatkanbeberapa orang di dalam satu atau lebihdepartemen, yang diterapkan untukmenjamin penanganan yang seragam daritransaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”Pendapat yang lain dikemukakan olehJerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald danWarren D. Stallings, Jr., (dalam  Jogiyanto,2001:2) mendefinisikan prosedur sebagaiberikut :  “Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapaninstruksi yang menerangkan apa (what)yang harus dikerjakan, siapa (who) yangmengerjakannya, kapan (when) dikerjakandan bagaimana (how) mengerjakannya.“Dengan demikian yang dimaksudprosedur adalah urut-urutan tahapan-tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatandilaksanakan menyangkut pelaksana, waktu,tata cara dan aturan maupun ketentuan yangberlaku yang dijalankan. Dengan demikianimplementasi kebijakan yang dimaksudadalah pelaksanaan suatu kebijakan sesuaitatacara, aturan maupun ketentuan yangberlaku. Dimana yang dimaksud dengan tatacara adalah urut-urutan bagaimana kegiatandilakukan, aturan adalah hal-hal yang

bersifat mengatur sebagai pegangan dalammelaksanakan kegiatan dan ketentuanadalah hal-hal yang bersifat mengikatberkaitan dengan aturan yang ada.
Model Implementasi KebijakanModel implementasi kebijakan perluuntuk menjelaskan proses implementasikebijakan. Ada beberapa modelimplementasi kebijakan yang berkaitandengan permasalahan penelitian diantaranyayang dikemukakan oleh Van Meter dan VanHorn. Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn(dalam Winarno, 2002:109) menekankanpada variabel-variabel yang mempengaruhikeberhasilan dalam proses implementasikebijakan yaitu:1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan2.  Sumber-sumber kebijakan.3. Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan.4. Karakteristik badan-badan pelaksana.5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial danpolitik.6. Kecenderungan pelaksana.”Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalammenguraikan tujuan-tujuan keputusankebijakan secara menyeluruh, hendaknyadirumuskan dengan jelas agar tujuan dapattercapai dimana kejelasan rumusan standarddan tujuan kebijakan sangat menentukankinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakantersebut. Dengan adanya petunjuk-petunjukpelaksanaan yang ada dapat menjadipegangan bagi pelaksana kebijakan sehinggatidak menyimpang dari tujuan yangsebenarnya.Sumber-sumber kebijakan atausumber daya diperlukan untuk mendukungkelancaran implementasi kebijakan secaraefektif yang meliputi sumber daya manusiamisalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas,keaktifan dan sumber daya dana, saranamaupun prasarana. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatanpelaksanaan menyangkut kejelasan,ketepatan, konsistensi, dalammengkomunikasikan ukuran-ukuran dantujuan tersebut sehingga akan memudahkanpelaksana dalam pencapaian tujuankebijakan. Dengan demikian keberhasilanimplementasi memerlukan jalinankomunikasi yang baik. Komunikasi tersebut
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mencakup baik intern maupun ektern, yaknihubungan didalam lingkungan sistem politikdengan kelompok sasaran maupun antarorganisasi.Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-normadan pola-pola hubungan yang terjadiberulang-ulang dalam badan-badaneksekutif yang mempunyai hubungan baikpotensial maupun nyata dengan apa yangmereka miliki dengan menjalankankebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri strukturformal dari organisasi-organisasi danatribut-atribut yang tidak formal daripersonil mereka.Kondisi sosial, ekonomi, dan politik,adalah tersedianya sumber daya ekonomiyang dapat mendukung kelancaranimplementasi kebijakan dan menyangkutlingkungan sosial dan politik (dukungan elit)yang mempengaruhi yurisdiksi atauorganisasi dimana implementasidilaksanakan. Kecenderungan pelaksanamenyangkut persepsi-persepsi pelaksanauntuk mendukung atau menentangkebijakan. Tanpa adanya persepsi yang samaantara pelaksana dan pembuat keputusanakan menghambat bagi kelancaranimplementasi kebijakan.Dari model yang dikemukakan olehVan Meter dan Van Horn maka dapatdisimpulkan bahwa ada banyak faktor yangmempengaruhi keberhasilan implementasikebijakan. Untuk memenuhi ukuran dasardan tujuan kebijakan, karakteristik, birokrasipelaksana diperlukan adanya komunikasiyang tepat. Juga diperlukan adanya sumberdaya meliputi sumber daya manusia dansumber dana, sarana maupun prasarana agarkebijakan dapat terimplementasikan. Dantersedianya sumber daya ekonomi sertalingkungan sosial dan politik yang dapatmendukung keberhasilan implementasikebijakan. Dalam penelitian ini mengambilmodel Van Meter dan Van Horn dengan satuvariabel yang diambil yakni kondisi sosial,ekonomi dan politik yang didugamempengaruhi keberhasilan implementasikebijakan. Dengan pertimbangan variabelkondisi sosial ekonomi dan politikmempunyai relevansi dengan permasalahanpenelitian yang ada yang terjadi dilingkungan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut Edwards IIImengemukakan bahwa empat faktor yangmempengaruhi keberhasilan suatu kebijakanyakni komunikasi, sumber-sumber,kecenderungan-kecenderungan dan strukturbirokrasi. Dalam penelitian ini juga memakaimodel implementasi kebijakan dari EdwardIII dengan mengambil variabel komunikasidan sumber daya yang didugamempengaruhi keberhasilan implementasikebijakan. Model Edward III ini hampir miripdengan model Van Meter dan Van Horn.Dalam model Edward III ini lebih jelasmenerangkan mengenai variabel komunikasidan sumber daya, dan hal ini sangat relevandengan penelitian yang dilakukan. Dalampenelitian ini dimungkinkan ada hubungandiantara variabel tersebut meliputikomunikasi, sumber daya, kondisi sosialekonomi dan politik, namun mengingatterbatasnya penelitian hanya menelitihubungan antara variabel komunikasi,sumber daya kondisi sosial kebijakan denganimplementasi kebijakan.Menurut Rippley(1985:134) bahwaimplementasi dapat dilihat dari 2 perspektif,yaitu compliance (kepatuhan) dan what’shappening (apa yang terjadi). Ditinjau dariPerspektif what’s happening diasumsikanada banyak faktor yang mempengaruhiimplementasi kebijakan termasukdiantaranya lingkungan. Untuk membatasiruang lingkup penelitian dan mengarah padafokus penelitian, dalam penelitian inimenggunakan perspektif what’s happeningmeliputi faktor-faktor yang didugamempengaruhi implementasi.Penafsiran yang berbeda-beda seringmenimbulkan perdebatan. Meskipundemikian, perdebatan ini nantinya justruakan melahirkan suatu program baru yanglebih baik. Sedang proses aplikasinya seringdikatakan merupakan suatu proses yangdinamis dimana para pelaksana danpemaksa pada umumnya berpedoman padaperaturan-peraturan program atau standardan realitas yang ada. Dari sudut penafsirandapat dilihat bahwa proses penafsiranbanyak dilakukan oleh badan-badaneksekutif, birokrat, dan beberapa fihak lainyang terlihat dalam menyelenggarakanprogram-program tertentu. Suatu programdapat berlangsung dengan ditunjukkannya
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apakah keberadaan penafsiran masihmencukupi atau tidak.Ditinjau dari Perspektif what’s
happening diasumsikan ada banyak faktoryang mempengaruhi implementasi kebijakantermasuk diantaranya lingkungan. Untukmembatasi ruang lingkup penelitian danmengarah pada fokus penelitian, dalampenelitian ini menggunakan perspektif
what’s happening meliputi faktor-faktor yangdiduga mempengaruhi implementasi.
Teori Implementasi KebijakanAnalisis kebijakan publik merupakansebuah disiplin ilmu social terapan yangmenggunakan berbagai metode kebijakanpublik dan argument untuk menghasilkandan memindahkan informasi yang relevandengan kebijakan sehingga dapatdimanfaatkan di tingkat politik dalam rangkamemecahkan masalah-masalah kebijakan(Dunn, 1994).Sedangkan kebijakan publik adalahhal-hal yang berhubungan dengan apa yangharus dikerjakan oleh pemerintah mengenaimasalah-masalah yang sedang dihadapinya(Ripley dan Franklin, 1982). Sementara itu,(Dunn, 1994), Thomas R. Dye (1981),Edward (1980) dan Sharkashy (1971)mengemukakan pengertian kebijakan yangagak mirip dimana kebijakan sebagaitindakan, pilihan dan keputusan baik yangdilakukan oleh pemerintah dalam halpencapaian tujuan kebijakan.Menurut James E. Anderson (1975),“Merumuskan kebijakan merupakan arahtindakan yang mempunyai maksud yangditetapkan oleh seorang actor atau sejumlahactor dalam mengatasi suatu masalah atausuatu perubahan”. Jadi konsep kebijakan inimemusatkan perhatian pada apa yangsebenarnya dilakukan dan bukan apa yangdimaksudkan dan konsep ini membedakankebijakan dari keputusan yang merupakanpikiran diantara berbagai alternative.Fredrickson dan Hart (1985)mengatakan:“Kebijakan adalah suatutindakan yang mengarah pada tujuan yangdisusulkan oleh seseorang, kelompok ataupemerintah dalam lingkungan tertentusehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan ataumewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Sedangkan komponen-komponendalam kebijakan tersebut adalah: (1)Kebijakan publik, (2) Tuntutan kebijakan, (3)Keputusan kebijakan, (4) Pertanyaankebijakan, (5) Hasil kebijakan. Karenasetidaknya ada dua (2) hal mengapaimplementasi kebijakan pemerintahmemiliki relevansi: (1) Secara praktis akanmemberikan masukan bagi pelaksanaanoperasional program sehingga dapatdideteksi apakah program telah berjalansesuai dengan yang telah dirancang sertamendeteksi kemungkinan tujuan kebijakannegative yang ditimbulkan, (2) Memberikanalternative model pelaksanaan programyang lebih efektif.Berdasarkan pandangan yangdiutarakan diatas dapat disimpulkan, bahwaproses implementasi kebijakan itusesungguhnya tidak hanya menyangkutperilaku badan administrative yangbertanggung jawab untuk melaksanakanprogram dan menimbulkan ketaatan padadiri kelompok sasaran, melainkan pulamenyangkut jaringan kekuatan-kekuatanpolitik, ekonomi dan sosial yang langsungatau tidak langsung dapat akhirnyaberpengaruh terhadap tujuan kebijakan,bauk yang negative maupun yang positif.Dengan demikian secara sederhanatujuan implementasi kebijakan adalah untukmenetapkan arah agar tujuan kebijakanpublik dapat direalisasikan sebagai hasil darikegiatan pemerintah (Wibawa et. Al., 1994).Selanjutnya Wibawa et.al., (1994) mengutippendapat lain bahwa keseluruhan prosespenetapan kebijakan baru bisa mulai apabilatujuan dan sasaran yang semula bersifatumum telah diperinci, program telahdirancang dan juga sejumlah dana telahdialokasikan untuk mewujudkan tujuan dansasaran tersebut.Kemudian dalam rangka untukmengimplementasikan kebijakan publik inidikenal dengan beberapa model, antara lain:
1. Model GoginUntuk mengimplementasi kebijakandengan model Goggin ini dapatmengidentifikasikan variabel-variabel yangmempengaruhi tujuan-tujuan formal padakeseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentukdan isi kebijakan, termasuk didalamnyakemampuan kebijakan untuk
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menstrukturkan proses implementasi, (2)Kemampuan organisasi dengan segalasumber daya berupa dana maupun insentiflainnya yang akan mendukung implementasisecara efektif, dan (3) pengaruh lingkungandari masyarakat dapat berupa karakteristik,motivasi, kecenderungan hubungan antarawarga masyarakat, termasuk polakomunikasinya (Goggin et.al,. 1990).
2. Model GrindleSebagaimana dikutip oleh Wahab(2001) Grindle menciptakan modelimplementasi sebagai kaitan antara tujuankebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnyapada model ini hasil kebijakan yang dicapaiakan dipengaruhi oleh isi kebijakan yangterdiri dari: (1) Kepentingan-kepentinganyang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3)derajat perubahan yang diharapkan, (4)Letak pengambilan keputusan, (5)Pelaksanaan program, dan (6) Sumber dayayang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan akanmenunjukkan posisi pengambilan keputusanoleh sejumlah besar pengambilan kebijakan,sebaliknya ada kebijakan tertentu yanglainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecilunit pengambil kebijakan. Pengaruhselanjutnya adalah lingkungan yang terdiridari: (1) kekuasaan, kepentingan danstrategi actor yang terlibat, (2) karakteristiklembaga penguasa, dan (3) kepatuhan dandaya tanggap. Karenanya setiap kebijakanperlu mempertimbangkan konteks ataulingkaran dimana tindakan administrasidilakukan.
3. Model Meter dan HornModel implementasi kebijakan inidipengaruhi 6 faktor yaitu: (1) Standarkebijakan dan sasaran yang menjalankanrincian tujuan keputusan kebijakan secaramenyeluruh, (2) Sumber daya kebijakanberupa dana pendukung implementasi, (3)komunikasi inter organisasi dan kegiatanpengukuran digunakan oleh pelaksana untukmemakai tujuan yang hendak dicapai, (4)karakteristik pelaksanaan, artinyakarakteristik organisasi merupakan faktorkrusial yang akan menentukan berhasiltidaknya suatu program,(5) kondisi sosialekjonomi dan politik yang dapatmempengaruhi hasil kebijakan dan (6) sikap

pelaksanaan dalam memahami kebijakanyang akan ditetapkan.
4. Model DeskriptifWilliam N. Dunn (1994)mengemukakan bahwa model kebijakandapat diperbandingkan dandipertimbangkan menurut sejumlah banyakasumsi, yang paling penting diantaranyaadalah; (1) Perbedaan menurut tujuan, (2)bentuk penyajian dan (3) fungsi metodologismodel. Dua bentuk pokok dari modelkebijakan adalah: (1) Model deskriptif dan(2) Model normative. Tujuan modeldeskriptif adalah menjelaskan dan ataumeramalkan sebab dan akibat pilihan pilihankebijakan, model kebijakan digunakan untukmemonitor hasil tindakan kebijakanmisalnya penyampaian laporan tahunantentang keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan di lapangan.Willian Dunn (1994) mengatakankebijakan publik adalah serangkaian pilihanyang kurang lebih berhubungan (termasukkeputusan untuk tidak berbuat) yang dibuatoleh badan-badan atau kantor-kantorpemerintah.Faktor-faktor yang mempengaruhikejelasan antara kebijakan dan kinerjaimplementasi yaitu:
 Standard dan sasaran kebijakan.
 Komunikasi antar organisasi danpengukuran aktifitas
 Karakteristik organisasi komunikasi antarorgaisasi.
 Kondisi sosial, ekonomi dan politik
 Sumber daya
 Sikap pelaksanaan.Selain itu Rippley dan Franklin (1982)menyatakan keberhasilan implementasikebijakan program dan ditinjau dari tigafaktor yaitu:a. Perspektif kepatuhan (compliance) yangmengukur implementasi dari kepatuhan

stake level burcancrats terhadap atasmereka.
b. Keberhasilan implementasi diukur darikelancaran rutinitas dan tiadanyapersonal.
c. Implementasi yang berhasil mengarahkepada kinerja yang memuaskan semuapihak terutama kelompok penerimaanmanfaat yang diharapkan.
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Faktor-faktor yang mempengarhuikinerja kebijakan selanjutnya dapatdisebutkan sebagai berikut :
 Organisasi atau kelembagaan.
 Kemampuan politik dari penguasa
 Pembagian tugas, tanggung jawab danwewenang
 Kebijakan pemerintah yang bersifat takremental.
 Proses perumusan kebijakan pemerintahyang baik
 Aparatur evaluasi yang bersih danberwibawa serta professional.
 Biaya untuk melakukan evaluasi.
 Tersedianya data dan informasi sosialekonomi yang siap dimanfaatkan olehpenilai-penilai kebijakan.Peters (1982) mengatakan,implementasi kebijakan yang gagaldisebabkan beberapa factor:
a. InformasiKekurangan informasi dengan mudahmengakibatkan adanya gambaran yangkurang tepat baik kepada obyekkebijakan maupun kepada parapelaksana dari isi kebijakan yang akandilaksanakannya dan hasil-hasil darikebijakan itu.
b. Isi KeberhasilanImplementasi kebijakan dapat gagalkarena masih samarnya isi atau tujuankebijakan atau ketidak tepatan atauketika tegasan intern ataupun eksternatau kebijakan itu sendiri, menunjukkanadanya kekurangan yang sangat berartiadanya kekurangan yang menyangkutsumber daya pembantu.
c. DukunganImplementasi kebijakan publik akansangat sulit bila pada pelaksanaannyatidak cukup dukungan untuk kebijakantersebut.
d. Pembagian PotensiHal ini terkait dengan pembagianpotensi diantaranya para actor implementasidan juga mengenai organisasi pelaksanadalam kaitannya dengan diferensiasi tugasdan wewenang
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran
Bruto TertentuUntuk memberikan kemudahankepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan badanyang memiliki peredaran bruto tertentu,perlu memberikan perlakuan tersendiriketentuan mengenai penghitungan,penyetoran, dan pelaporan PajakPenghasilan yang terutang; dan berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan untuk melaksanakan ketentuanPasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan, maka Pemerintah telahmenetapkan Peraturan Pemerintah tentangPajak Penghasilan atas Penghasilan dariUsaha yang Diterima atau diperoleh WajibPajak yang Memiliki Peredaran BrutoTertentu, yaitu Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan Atas PenghasilanDari Usaha Yang Diterima Atau DiperolehWajib Pajak Yang Memiliki Peredaran BrutoTertentu.Dalam Peraturan Pemerintah ini, yangdimaksud dengan  Penghasilan adalah setiaptambahan kemampuan ekonomis yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dariluar Indonesia yang dapat dipakai untukkonsumsi atau untuk menambah kekayaanWajib Pajak yang bersangkutan dengannama dan dalam bentuk apapun. TahunPajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahunkalender kecuali bila Wajib Pajakmenggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.Atas penghasilan dari usaha yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak yangmemiliki peredaran bruto tertentu, dikenaiPajak Penghasilan yang bersifat final. WajibPajak yang memiliki peredaran brutotertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhikriteria sebagai berikut:a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau WajibPajak Badan tidak termasuk bentukusaha tetap; danb. Menerima penghasilan dari usaha, tidaktermasuk penghasilan dari jasasehubungan dengan pekerjaan bebas,dengan peredaran bruto tidak melebihiRp 4.800.000.000,- (empat miliar
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delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu)Tahun Pajak.Tidak termasuk Wajib Pajak orangpribadi adalah Wajib Pajak orang pribadiyang melakukan kegiatan usahaperdagangan dan/atau jasa yang dalamusahanya:a. Menggunakan sarana atau prasaranayang dapat dibongkar pasang, baik yangmenetap maupun tidak menetap; danb. Menggunakan sebagian atau seluruhtempat untuk kepentingan umum yangtidak diperuntukkan bagi tempat usahaatau berjualan.Tidak termasuk Wajib Pajak badansebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:a) Wajib Pajak Badan yang belumberoperasi secara komersial; ataub) Wajib Pajak Badan yang dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun setelah beroperasisecara komersial memperoleh peredaranbruto melebihi Rp4.800.000.000,-(empat miliar delapan ratus juta rupiah).Besarnya tarif Pajak Penghasilan yangbersifat final adalah 1% (satu persen). DasarPengenaan Pajak Penghasilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didasarkan padaperedaran bruto dari usaha dalam 1 (satu)tahun dari Tahun Pajak terakhir /sebelumnya. Dalam hal peredaran brutokumulatif Wajib Pajak pada satu tahun telahtidak melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00(empat miliar delapan ratus juta rupiah),Wajib Pajak tarif 1% sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2013. Dalam hal peredaran bruto WajibPajak telah melebihi jumlahRp.4.800.000.000,- (empat miliar delapanratus juta rupiah) pada satu Tahun Pajak,atas penghasilan yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajakberikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilanberdasarkan ketentuan Undang-UndangPajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008Pasal 17.Dasar Pengenaan Pajak yangdigunakan untuk menghitung PajakPenghasilan yang bersifat final adalah jumlahperedaran bruto setiap bulan dikalikan tarif1%. Sesuai dengan  Peraturan Pemerintahnomor 46 Tahun 2013.Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeriyang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

tidak dapat diperhitungkan sebagaiperedaran bruto sesuai dengan peraturanpelaksanaannya. Wajib Pajak yang dikenaiPajak Penghasilan bersifat final berdasarkanPeraturan Pemerintah ini danmenyelenggarakan pembukuan dapatmelakukan kompensasi kerugian denganpenghasilan yang tidak dikenai PajakPenghasilan yang bersifat final denganketentuan sebagai berikut:a) Kompensasi kerugian dilakukan mulaiTahun Pajak berikutnya berturut-turutsampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;b) Tahun Pajak dikenakannya PajakPenghasilan yang bersifat finalberdasarkan Peraturan Pemerintah initetap diperhitungkan sebagai bagian darijangka waktu sebagaimana dimaksudpada huruf a;c) Tahun Pajak dikenakannya PajakPenghasilan yang bersifat finalberdasarkan Peraturan Pemerintah initetap diperhitungkan sebagai bagian darijangka waktu sebagaimana dimaksudpada huruf a;Ketentuan lebih lanjut mengenaipenghitungan, penyetoran, dan pelaporanPajak Penghasilan atas penghasilan dariusaha yang diterima atau diperoleh WajibPajak yang memiliki peredaran brutotertentu dan kriteria beroperasi secarakomersial diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan. Hal khususterkait peredaran bruto sebagai dasar untukdapat dikenai Pajak Penghasilan yangbersifat final sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah ini, diatur sebagaiberikut:a. Didasarkan pada jumlah peredaran brutoTahun Pajak terakhir sebelum TahunPajak berlakunya Peraturan Pemerintahini yang disetahunkan, dalam hal TahunPajak terakhir sebelum Tahun Pajakberlakunya Peraturan Pemerintah inimeliputi kurang dari jangka waktu 12(dua belas) bulan;b. Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftarpada Tahun Pajak yang sama sebelum PPini berlaku yang dasar Peredaran Brutoadalah akumulasi peredaran bruto daribulan berdiri s/d bulan sebelum PP iniberlaku yang disetahunkanc. Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftarsetelah PP ini berlaku, yang menjadi
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Dasar peredaran bruto adalah:peredaran bruto bulan pertamadisetahunkan.Hasil yang diharapkan atas terbitnyaPP nomor 46 tahun 2013 antara lain:a. Perluasan partisipasi dalampembayaran pajak.b. Kepatuhan sukarela yang meningkatc. Meningkatkan penerimaan PPh dariWajib Pajak yang memiliki peredaranbruto tertentud. Penerimaan pajak meningkat sehinggakesempatan untuk mensejahterakanmasyarakat juga meningkat.
METODE PENELITIANJenis penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah Penelitian Deskriftifyaitu prosedur pemecahan masalah yangdiselidiki dengan menggambarkan keadaansubjek / objek penelitian pada saat sekarangberdasarkan fakta yang tampak.
Teknik Pengumpulan DataData yang akan digunakan dalampenelitian ini adalah data primer dan datasekunder. Data primer adalah data yangberasal dari hasil pengamatan langsung padaobyek penelitian. Pengamatan yangdilakukan dalam penelitian ini adalah unitsample, yaitu unit sample dari populasi padaKantor Pelayanan Pelayanan Pajak ditambahdengan wawancara langsung kepada WajibPajak. Prosedur pengumpulan data primeryang ditetapkan dalam penelitian ini adalahdengan menggunakan Kuesioner danPedoman Wawancara.Data sekunder adalah data yangdiperoleh secara tidak langsung, yaitudengan melakukan kutipan-kutipan dariberbagai sumber yang relevan. Kegunaandata sekunder ini adalah untuk mendukungkapasitas argumentasi dan fakta dalampenelitian. Adapun prosedur pengumpulandata sekunder yang dilakukan antara lainadalah :(1) Studi dokumentasi; Studi dokumentasiini diantaranya menyangkutpengamatan kearsipan, baik catatan-catatan program, walaupun laporan-laporan pelaksanaan yang ada padainstansi berwenang.(2) Studi Pustaka: Adalah denganmempelajari dan memanfaatkan

beberapa informasi yang diperlukanmemalui laporan-laporan studi yangrelevan
Variabel PenelitianVariabel yang diukur dalam penelitianini adalah implementasi kebijakan yaituPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2013 Tentang PajakPenghasilan atas penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh Wajib Pajakyang memiliki peredaran bruto tertentupada Kantor Pelayanan Pelayanan PajakPratama Medan Kota, yang diukur dari aspek:1. Komunikasi :

 kejelasan konsep PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor46 Tahun 2013
 kejelasan tujuan/sasaran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor46 Tahun 2013
 adanya perangkat aturan yang efektif2. Sumber-sumber :
 Keahlian / kemampuan yang dimilikikomponen pelaksana
 Otoritas / wewenang yang ada padapelaksana
 Sumber daya, dana dan prasarana yangdimiliki3. Struktur birokrasi :
 adanya keterpaduan komponenpelaksana dalam pelaksanaan program
 adanya pengaruh dari luar organisasiyang dapat mempengaruhiketerpaduan komponen pelaksanandalam mencapai tujuan.

Teknik Analisis DataDalam penelitian ini dilakukan teknikanalisa data yaitu metode deskriptif, yaitusuatu metode dimana data yang diperolehdisusun kemudian diinterpretasikansehingga memberikan keterangan terhadappermasalahan yang diteliti denganmenggunakan tabel tunggal. Untukmenganalisa data-data yang telah diperolehdari hasil penelitian di lapangan khususnyadari penyebaran angket akan digunakananalisa tabel tunggal atau yang disebutanalisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal(frekwensi) ini dimaksudkan untuk
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memperinci  data-data sekaligus menyajikanpresentase dari masing-masing jawabanreesponden, sehingga akan dapat diketahuidata yang paling dominan, atau yang palingbesar persentasenya.Dalam analisis tabel tunggal ini akandicari nilai-nilai rata-rata tiap-tiap data yangdisajikan pada tabel dengan rumus :Nomor rangkingJumlah responden
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATADisini akan diuraikan karakteristikresponden yang meliputi jenis kelamin,umur, pendidikan dan masa kerja. Disampingitu juga akan dijelaskan tentang variabelpenelitian yaitu implementasi kebijakanyang meliputi tentang komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi.
Karakteristik RespondenPenyajian karakteristik respondenbertujuan untuk mengenal ciri-ciri khususyang dimiliki responden sehinggamemudahkan peneliti untuk mengadakananalisis. Karakteristik responden dapatdilihat pada tabel-tabel berikut ini :Tabel 1. Distribusi Responden Menurut JenisKelamin

No Jenis
Kelamin F. (%)12 Laki-lakiPerempuan 5525 68,831,2JUMLAH 80 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2014Dari tabel di atas terlihat bahwasebahagian besar (68,8 persen pegawai padakantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kotaadalah berjenis kelamin laki-laki, danpegawai perempuan sebesar 31,2 persen.Tabel 2. Distribusi RespondenMenurut Umur

No Umur
(Tahun) F. (%)1234

22 – 2930 – 4041 – 4950 – 57
1532258

18,740,031,310,0
JUMLAH 80 100,0Sumber: Angket Penelitian 2014Apabila dilihat dari umur respondensecara keseluruhan, usia tertinggi adalah 57tahun dan terendah adalah 22 tahun. Dilihat

dari kelompok umur menunjukkan bahwasebagian responden (40 persen) adalahmereka yang berusia 30-40 tahun,sedangkan yang berusia 50-57 tahun ke atassebanyak 10 persen.  Hal ini menunjukkanusia responden  tidaklah merata, artinyasebahagian dari mereka masih ada yangberusia muda namun sebahagian lagi sudahada yang akan memasuki usia pensiun yaitu57 tahun. Perbedaan ini sangat ditentukanoleh perbedaan masa kerja mereka sepertiterlihat pada tabel berikut ini.Tabel 3. Distribusi Responden Menurut MasaKerja
No

Masa
Kerja

(Tahun)
F. (%)1234

1 – 1011 – 2021 – 2526 – 30
1532258

18,840,031,210,0
JUMLAH 80 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2014Berdasarkan tabel di atas secarakeseluruhan menunjukkan bahwa masakerja terendah adalah 1 tahun dan tertinggiadalah 30 tahun. Apabila dilihat darikelompok masa kerja menunjukkan bahwaseparuh (40 persen) dari respondenmempunyai masa kerja 11-20 tahun,sedangkan 10 persen mempunyai masa kerja26-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwasebagian responden masa kerjanya masihrendah dan sebagian lagi sudah cukup lama,yang pada umumnya mereka ini adalah yangsudah akan memasuki masa pensiun.Tabel 4. Distribusi Responden MenurutPendidikan

No Pendidikan F (%)1234
SLTADIPLOMA(D3)SARJANAPASCASARJANA

1341233
16.251.228.73.7

JUMLAH 80 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2014Apabila dilihat dari tingkatpendidikannya, pada umumnya adalah parapegawai berpendidikan sarjana (S1) sebesar28,7 persen dan 51,2 persen lainnya adalahberpendidikan D3. Sesuai denganperkembangan dan tuntutan kebutuhan akandan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan

x frekwensi
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Pajak, maka arti pentingnya kualitas sumberdaya manusia, ada kecenderunganpendidikan bagi pegawai pada KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Kota iniakan terus di tingkatkan sesuai dengankebutuhannnya.Selain tingkat pendidikan formal yangdisyaratkan bagi seorang pegawai padaKantor Pelayanan Pajak Pratama MedanKota, pendidikan teknis fungsional jugamerupakan syarat lain untuk dapatmelakukan tugasnya dengan baik padaKantor Pelayanan Pajak Pratama MedanKota. Sebagian dari pegawai pada KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Kotatersebut saat ini ada yang sedang mengikutipendidikan kejenjang program pasacasarjana.
Variabel PenelitianVariabel yang diukur dalamImplementasi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilandari usaha yang diterima atau diperolehWajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu di Kantor Pelayanan Pajak PratamaMedan Kota adalah meliputi komunikasi,sumber-sumber, disposisi, dan strukturbirokrasi .Dilihat dari kejelasan konsep kebijakantentang Implementasi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilandari usaha yang diterima atau diperolehWajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu di Kantor Pelayanan Pajak PratamaMedan Kota, sebagian besar respondenmenyatakan telah mengetahui dengan jelasakan konsep kebijakan tersebut.Tabel 5. Pendapat Responden TentangKejelasan Konsep kebijakan

No Kriteria
Jawaban F. (%)123 Sangat JelasJelasKurang Jelas 7280 90,9100,0

JUMLAH 80 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2014Berdasarkan tabel di atasmenunjukkan bahwa pada umumnyaresponden (90,9 persen) menyatakan sangatjelas tentang konsep kebijakan dalamImplementasi Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilandari usaha yang diterima atau diperolehWajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu  di Kantor Pelayanan  Pajak PratamaMedan Kota, dan tak satupun respondenyang menyatakan kurang atau tidak jelas.Sebagaimana diketahui bahwa ImplementasiPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2013 Tentang PajakPenghasilan atas penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh Wajib Pajakyang memiliki peredaran bruto tertentu  diKantor Pelayanan Pajak Pratama MedanKota, merupakan tugas pokok dan fungsiutama yang harus dilaksanakan oleh seorangpegawai pada kantor pelayanan pajak. Jadiwajarlah kalau mereka harus paham betulakan apa saja yang menjadi bidang tugasnya.Aspek lain dalam komunikasikebijakan yang harus dipahami oleh aparatpelaksana adalah tentang kejelasan tujuandan sasaran dari kebijakan tersebut. Tujuandan sasaran kebijkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilandari usaha yang diterima atau diperolehWajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu  adalah untuk memberikankemudahan kepada Wajib Pajak orangpribadi dan badan yang memiliki peredaranbruto tertentu, perlu memberikan perlakuantersendiri ketentuan mengenaipenghitungan, penyetoran, dan pelaporanPajak Penghasilan yang terutang; danberdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan untukmelaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan, maka Pemerintah telahmenetapkan Peraturan Pemerintah tentangPajak Penghasilan atas Penghasilan dariUsaha yang Diterima atau diperoleh WajibPajak yang Memiliki Peredaran BrutoTertentu, yaitu Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan Atas PenghasilanDari Usaha Yang Diterima Atau DiperolehWajib Pajak Yang Memiliki Peredaran BrutoTertentu.
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Tabel 6. Pendapat Responden TentangKejelasan Tujuan/Sasaran Kebijakan
No Kriteria

Jawaban F. (%)123 Sangat JelasJelasKurang Jelas 7190 88,711,20,0
JUMLAH 80 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2014Seperti halnya tentang konsepkebijakan, pada umumnya responden (88,7persen) menyatakan sangat jelas tentangtujuan/sasaran kebijakan dalamImplementasi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilandari usaha yang diterima atau diperolehWajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu  di Kantor Pelayanan  Pajak PratamaMedan Kota, dan tak satupun respondenyang menyatakan kurang atau tidak jelastentang tujuan/sasaran program tersebut.Sebagaimana diketahui bahwa kebijakandalam Peraturan Pemerintah ini, yangdimaksud dengan  Undang-Undang PajakPenghasilan adalah Undang-Undang Nomor7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempatatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan. Tahun Pajakadalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalenderkecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahunbuku yang tidak sama dengan tahunkalender.Aspek lain dalam komunikasikebijakan yang harus dipahami oleh aparatpelaksana adalah adanya perangkat aturanyang efektif. Seperti telah dijelaskansebelumnya bahwa kebijakan  PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telahdikeluarkan Peraturan Direktur JenderalPajak yang secara teknis yaitu PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor : Per -32/PJ/2013 Tentang Tata Cara PembebasanDari Pemotongan Dan/Atau PemungutanPajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak YangDikenai Pajak Penghasilan BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2013 Tentang Pajak Penghasilan AtasPenghasilan Dari Usaha Yang Diterima AtauDiperoleh Wajib Pajak Yang MemilikiPeredaran Bruto Tertentu.

Tabel 7. Pendapat Responden TentangKeahlian / Kemampuan Yang DimilikiKomponen Pelaksana dalam ImplementasiKebijakan
No Kriteria Jawaban F. (%)123 TersediaSeluruhnyaTersedia SebagianbesarTersedia Sebagiankecil

6974 86,28,75
JUMLAH 80 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2014Dilihat dari aspek ketersediaan stafyang memiliki keahlian dan ketrampilanyang dibutuhkan dalam pelaksanan tugas,menunjukkan bahwa masih terdapatkekurangan dalam hal keahlian dankemampuan tersebut. Seperti terlihat padatabel di atas menunjukkan bahwa barusebahagian 86,2 persen responden yangmenyatakan adanya tersedia seluruhnyasedangkan 8,7 persen menyatakan barusebagian tersedia dan 5 persen lainnyamenyatakan baru sebagian kecil saja.Hal ini menunjukkan bahwa dalamImplementasi Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilanatas penghasilan dari usaha yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak yang memilikiperedaran bruto tertentu  di KantorPelayanan  Pajak (KPP) Pratama Medan Kota,masih terdapat hambatan yaitu masihterbatasnya staf yang tersedia terutamamenyangkut kehalian dan kemampuandalam melaksanakan tugas. Hal nidisebabkan karena begitu banyaknya bidangtugas yang harus dilaksanakan pada kantorpelayanan pajak tersebut.Kantor Pelayanan Pajak PratamaMedan Kota mempunyai wilayah kerja yangmeliputi Kecamatan Medan Area, MedanDenai, Medan Amplas & Medan Kota, dimanajumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak119.213 Wajib Pajak. Sektor dominan yangberada di wilayah kerja KPP Pratama MedanKota adalah sektor perdagangan sedangkanselebihnya berasal dari sektor lainnyaseperti : Contractor, Agen/Biro Perjalanandan Industri lainnya. Adapun jumlah WajibPajak Badan yang terdaftar di KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Kotaberjumlah 9.986 Wajib Pajak dengan rinciansebagai berikut:
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Wajib Pajak Badan :     9.896 Wajib PajakWajib Pajak Orang Pribadi : 119.213 Wajib PajakJumlah : 129.109 Wajib PajakDari 129.109 Wajib Pajak yangterdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PratamaMedan Kota, ada terdapat Wajib Pajak yangtelah  menghitung peredaran brutonyadengan tarif 1%, sesuai dengan Peratu ranPemerintah nomor 46 Tahun 2013. Adapunjumlah Wajib Pajak yang telah membayarpajaknya sebesar 1% sesuai denganPeraturan Pemerintah nomor 46 Tahun2013 adalah sebagai berikut:Wajib Pajak Badan :    322 Wajib PajakWajib Pajak Orang Pribadi : 3.528 Wajib PajakJumlah : 3.850 Wajib PajakPenerimaan Pajak Penghasilan TerkaitPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2013. Berdasarkan  penelitian yangdilakukan di Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Kota jumlah Wajib Pajakyang membayar pajak penghasilan sesuaiPeraturan Pemerintah nomor 46 Tahun2013 adalah sebanyak 3,850 Wajib Pajakatau sekitar 3% dari jumlah Wajib Pajakterdaftar dan realisasi penerimaan pajakpenghasilan yang diterima dari PeraturanPemerintah nomor 46 Tahun 2013 terhitungdari tanggal 1 July 2013 sampai dengan 31Desember 2013 adalah sebagai berikut:Wajib Pajak Badan : Rp. 2.792.023.798,-Wajib Pajak Orang Pribadi : Rp. 5.217.327.000,-Total : Rp. 8.009.350.790,-Kantor Pelayanan Pajak PratamaMedan Kota mempunyai rencana targetpenerimaan untuk Tahun 2013 sebesar Rp.809.089.000.000,-. Sedangkan realisasipenerimaan Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Kota secara keseluruhanmulai dari tanggal 01 January  2013 sampaidengan 31 Desember 2013 adalah sebesarRp. 755.288.600.000,- atau sekitar 93,35%dari yang direncanakan. Bila dilihat darirealisasi pembayaran pajak penghasilan dariPeraturan Pemerintah nomor 46 inikontribusinya hanya sebesar Rp.8.009.350.790,- atau sekitar 1% dari rencanatarget penerimaan. Berdasarkan dari datatersebut dapat disimpulkan bahwapenerimaan pajak dari Peraturan

Pemerintah nomor 46 masih relatif kecil, danhal ini disebabkan karena peraturan pajaktersebut juga masih baru.
KESIMPULANBerdasarkan uraian-uraian padabagian terdahulu, maka dapat diambilbeberapa kesimpulan tentang ImplementasiPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2013 Tentang PajakPenghasilan atas penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh Wajib Pajakyang memiliki peredaran bruto tertentu  diKantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kotasebagai berikut :1. Implementasi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun2013 Tentang Pajak Penghasilan ataspenghasilan dari usaha yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak yangmemiliki peredaran bruto tertentu diKantor Pelayanan Pajak Pratama MedanKota sesuai dengan kriteria yangdiharapkan, yaitu termasuk dalamkategori baik dalam arti bahwaImplementasi Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 Tentang PajakPenghasilan atas penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh Wajib Pajakyang memiliki peredaran bruto tertentudi Kantor Pelayanan Pajak PratamaMedan Kota tersebut telah berjalanefektif atau berhasil sebagaimanadiharapkan. Namun apabila dilihat darimasing-masing indikator, menunjukkanadanya perbedaan angka skor rata-ratadimana indikator sumber-sumbermenunjukkan kategori sedang,sedangkan ketiga indikator lainnya(komunikasi, kecenderungan danstruktur birokrasi) termasuk dalamkategori baik.2. Implementasi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 46 Tahun2013 Tentang Pajak Penghasilan ataspenghasilan dari usaha yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak yangmemiliki peredaran bruto tertentu  diKantor Pelayanan Pajak Pratama MedanKota adalah faktor keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasaranaserta keterbatasan sumber-sumberkeuangan.
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SARANUntuk lebih meningkatkan tingkatkeberhasilan Implementasi PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 46Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan ataspenghasilan dari usaha yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak yang memilikiperedaran bruto tertentu di KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Kota danguna mengatasi berbagai hambatan yangdijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :1. Untuk lebih meningkatkan pelayanankepada Wajib Pajak perlu peningkatansarana dan prasarana pada KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Kota.2. Dalam rangka peningkatan sumber dayamanusia pada Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Kota perlu dilakukanpengembangan pegawai melaluipendidikan dan latihan sesuai dengankebutuhan masing-masing bidang.3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Kotadalam rangka Implementasi PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan ataspenghasilan dari usaha yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak yangmemiliki peredaran bruto tertentuadalah dengan melakukan sosialisasikepada Wajib Pajak baik melalui tulisanmaupun media elektronik sehinggadiharapkan dapat meningkatkankesadaran dan kepatuhan wajib pajakdalam melaksanakan kewajibanperpajakannya.
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